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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan terhadap sengketa hak atas tanah berdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dasar hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Agung 

nomor 1090K/PID/2009 yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dalam pasal 263 sampai dengan pasal 266 KUHP dimana dijelaskan 

bahwa perbuatan membuat, mempergunakan surat palsu atau 

memalsukan akta otentik/sertifikat tanah adalah merupakan 

perbuatan pidana/tindak pidana, Demikian juga dalam pasal 372 

KUHP dan pasal 378 KUHP yang menjelaskan adanya unsur melawan 

hak atau melawan hukum yang merugikan orang lain secara berturut-

turut, berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, dalam amar 

putusannya hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ida Bagus 

Gede Arthana dengan pidana penjara selama  9 (sembilan) bulan. 

2. Siyasah qadha’iyyah merupakan lembaga peradilan yang didirikan 

untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan keadilan dalam 

penyelesaian putusan berdasarkan Hukum Islam, sehingga dapat 

menghasilkan keputusan yang adil. Dalam penelitian ini, kasus yang 

terjadi mengacu pada sengketa yang terjadi antara individu dengan 

individun lainnya sehingga berdasarkan konsep siyasah qadhaiyah 

termasuk kedalam ruang lingkup Wilayah Al-Qadha. Wilayah Qadha 

merupakan wilayah yang menangani perkara-perkara hukum, 

berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang 

bersengketa, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Berdasarkan 

pandangan siyasah qadhaiyah, prinsip peradilan dalam islam berlaku 

terhadap semua manusia tanpa membeda-bedakan ras dan agama.
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3. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1090K/PID/2009 dapat 

diketahui bahwa hakim dalam memutuskan perkara telah 

menjalankan tugas-tuganya sesuai dengan syariat islam dan undang-

undang yang berlaku, Dalam memutuskan suatu perkara, terdapat 

beberapa prinsip keadilan dalam peradilan Islam yang harus dipatuhi 

oleh seorang hakim, yaitu: Pertama, menerapkan keadilan. Seorang 

hakim harus selalu memperlakukan setiap individu dengan setara di 

hadapan hukum. Dalam menilai dan mengambil keputusan atas suatu 

kasus, hakim harus bersikap seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang 

terungkap dalam persidangan dan tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak diskriminatif 

atau sama di hadapan hukum. Prinsip keadilan harus diterapkan 

kepada semua orang. Meskipun terhadap kerabat, jika ada kesalahan 

harus diakui dan kebenaran harus ditegakkan. Tanpa diskriminasi, 

baik terhadap orang kaya maupun miskin, pejabat atau masyarakat 

biasa, semuanya harus diperlakukan sama di mata hukum. Ketiga, 

mengadili tanpa prasangka. Dalam mengadili suatu perkara, hakim 

tidak boleh bertindak berdasarkan kebencian. Kebencian terhadap 

salah satu pihak dapat menyebabkan hakim memberikan hukuman 

yang lebih berat dari yang seharusnya, atau sebaliknya, menjatuhkan 

hukuman yang lebih ringan dari yang seharusnya. Keempat, tidak 

terpengaruh oleh hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kecenderungan 

pribadi. Sebagai manusia, kita memiliki berbagai keinginan, termasuk 

dalam memutuskan suatu perkara untuk mendapatkan imbalan 

tertentu. Keinginan semacam ini dapat menyesatkan. 

5.2 Saran 

1. Penguatan Pengawasan Administrasi Surat Tanah: Putusan 

Mahkamah Agung bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem 

pengawasan administrasi terkait dengan surat tanah. Diperlukan 

tindakan preventif yang lebih ketat untuk mencegah pemalsuan surat 
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tanah di masa depan. Ini termasuk peningkatan penggunaan 

teknologi, pelatihan petugas yang lebih baik, dan sistem pengawasan 

yang lebih efektif. 

2. Peningkatan Kesadaran Hukum: Perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat terkait dengan bahaya 

pemalsuan surat tanah dan konsekuensinya. Edukasi publik tentang 

pentingnya memeriksa keabsahan surat tanah sebelum melakukan 

transaksi properti sangat penting. Kampanye penyuluhan hukum bisa 

dilakukan melalui berbagai media untuk mencapai lebih banyak orang 

agar tidak terjadi lagi kasus sengketa yang sama. 

3. Hukuman yang Tegas: Putusan Mahkamah Agung harus diikuti 

dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan 

surat tanah. Ini akan menjadi pesan yang kuat bahwa tindakan 

tersebut tidak akan ditoleransi dan akan dihukum dengan tegas sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Hukuman yang adil dan efektif akan 

memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan 
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